ABSTRAK

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat
penting untuk terselenggaranya pembangunan negara di berbagai bidang.
Apabila ekonomi suatu negara berhasil maka bidang — bidang lain seperti
bidang hukum, politik, hingga ketahanan pangan pun dapat terbantu.
Salah satu hal yang menjadi pilar utama dalam menopang pembangunan
ekonomi di Indonesia adalah sektor industri.

Undang — Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menempatkan korporasi sebagai
salah satu subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam
pasal 1 angka 32 Undang — Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa
Setiap Orang yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi orang
perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok
permasalahan  yaitu Bagaimana  kebijakan ~ hukum  dalam
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan
hidup dalam hukum positif Indonesia dan analisis yuridis terhadap
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam
putusan perkara pidana Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN. Rta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian
deskriptif. Metode penelitian ini didukung dengan data-data penelitian
yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui
penelitian (Library Research). Metode analisis data pada penelitian ini
adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu
simpulan bahwa korporasi diatur sebagai subjek hukum pidana diatur
dalam Undang — Undang Nomor 32 tahun 2009 terkhusus mulai dari
Pasal 116 sampai pasal 120. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pidana dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta adalah tindak
pidana tersebut diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan oleh pegawai
korporasi, menggunakan teori vicarious liability yang membuat korporasi
dapat dipidana.
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